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Abstrak

Masjid sebagai tempat sujud dan penyucian, melampaui perannya sebagai
sekadar tempat beribadah. Penelitian ini menelaah dampak intervensi politik
praktis terhadap dimensi teologis dan kesucian masjid di Indonesia. penelitian
ini adalah penelitian kualitatif yang berorientasi pada kajian kepustakaan. Fokus
penelitian adalah untuk memahami bagaimana intervensi politik dapat
memengaruhi fungsi dan citra masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan.
Ditemukan bahwa masjid bukan hanya berfungsi dari sisi teologis saja,
melainkan juga sebagai pusat berjalannya aktivitas sosial. Namun, kemurnian
dimensi teologis masjid sering terancam oleh intervensi politik praktis yang
dapat mengakibatkan penyimpangan dari tujuan utama masjid sebagai tempat
sakral. Politik praktis termanifestasi dalam upaya pengendalian politik melalui
masjid, seperti kampanye terselubung melalui kegiatan keagamaan, bantuan
sosial dan mobilisasi politik di lingkup komunitas Muslim. Pergeseran fungsi
masjid sebagai tempat politik praktis menjadi fenomena yang mengkhawatirkan,
mengaburkan tujuan utama masjid sebagai tempat suci dan pusat spiritualitas
umat Muslim. Dengan demikian, politisasi masjid di Indonesia memerlukan
pemahaman yang lebih bijak dan sensitif terkhusus untuk menjaga kesucian
masjid sebagai entitas murni, tanpa campur tangan kepentingan politik yang
dapat merusak kerukunan masyarakat serta mengurangi kesakralan agama.

Kata Kunci: Po/itisasi Masjid, Politik Praktis, Masjid, Teologi, Mudbarat

Abstract

Mosques, as places of worship and sanctification, transcend its role as mere places of worship.
This study examines the impact of practical political intervention on the theological and sanctity
dimensions of mosques in Indonesia. This is a qualitative study oriented towards literature
review. The focus of the study is to understand how political intervention can affect the function
and image of mosques as centres of religious activity. 1t was found that mosques do not only
Sfunction from a theological perspective but also as centres for social activities. However, the
sanctity of the theological dimension of mosques is often threatened by practical political
interventions that can lead to deviations from the primary purpose of mosques as sacred places.
Practical politics manifests itself in efforts to control politics through mosques, such as covert
campaigns through religious activities, social assistance, and political mobilisation within
Mustim communities. The shift in the function of mosques to become places of practical politics
is a worrying phenomenon, obscuring the main purpose of mosques as sacred places and centres
of spirituality for Muslims. Therefore, the politicisation of mosques in Indonesia requires a
more prudent and sensitive understanding, particularly to preserve the sanctity of mosques as
pure entities, free from political interference that conld undermine social harmony and diminish
the sacredness of religion.
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Pendahuluan

Masjid dalam Agama Islam dianggap sebagai rumah Allah yang sakral dan dinilai sebagai
tempat yang murni kesuciannya, dimana juga memiliki dimensi teologis yang mendalam (Arkoun,
1994; Dockrat, 2005; Syariah, 2019). Dalam konteks Indonesia, kehadiran masjid bukan sekadar
menjadi lambang identitas keagamaan, melainkan juga menjadi pusat spiritualitas bagi para umat
Muslim. Dimensi teologis masjid ini diamalkan ke dalam perintah-perintah yang diakui dalam
Islam, tercermin melalui ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis yang menekankan pentingnya
menjaga kesucian serta kemurnian Masjid sebagai bagian dari perintah Allah. Pakar Tafsir Al-
Qur’An, Muhammad Quraish Shihab (2003) menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW
bersabda, “Telah dijadikan untukkn (dan untuk nmatku) bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri.”
(HR Bufkhari). Ini menunjukkan bahwa masjid memang diperuntukkan sebagai tempat yang suci
dan mensucikan.

Di sisi lain, Masjid sendiri diambil dari akar kata sajada-sujud, yang memiliki pengertian
sebagai patuh, taat dan ‘tunduk dengan hormat’ serta 7z'dzzm. Masjid juga dimaknai sebagai tempat
manusia secara lahiriah meletakkan dahi, kedua lutut, tangan dan kaki ke bumi yang mana hal ini
dikenal sebagai sikap s#jud oleh syariat sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah, “@jjadikan
bagikn bumi ini sebagai masjid (tempat bersujud)”. (Riwayat al-Bukhari (438). Berdasarkan pemahaman
inilah masjid dianggap sebagai bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat bersujud. Namun,
hakekatnya masjid adalah tempat dalam melakukan segala aktivitas yang mengamalkan kepatuhan
kepada Allah sebagaimana akar kata masjid adalah tunduk dan patuh. Ini juga sesuai dengan Al-
Qur’an surah Al-Jin: 18, menegaskan jika:

“Sesunggubnya masjid-magjid itu milik Allah. Maka janganlah
menyembah apa pun selain Allah” (OS. Al-Jin:18)

Jelas bahwa masjid sendiri bukan hanya diperuntukkan sebagai tempat sujud dan sarana
penyucian ataupun semata-mata bangunan tempat shalat. Masjid memiliki esensi yang melebihi
dari itu, keterkaitan masjid sebagai wadah bagi manusia dalam melaksanakan perintah Allah melalui
kepatuhan dan ketaatan sebagai entitas penting sekaligus cerminan dalam menjalin hubungan yang
intim dengan Allah selaku sang pencipta dimana melebihi sekadar wadah fisik untuk ibadah.
Sayangnya, kemurnian dimensi teologis masjid sebagai pusat spiritualitas seringkali terancam
dengan intervensi politik praktis (Afdillah, 2016). Intervensi ini secara tidak langsung dapat
memunculkan penyimpangan dari tujuan utama masjid sebagai tempat sakral, menempatkan masjid
pada resiko lenyapnya kemurnian dimensi teologis masjid.

Di Indonesia, masjid bukan hanya dilambangkan sebagai identitas keagamaan masyarakat,
sebaliknya menjadi tempat dimana para umat Muslim melabuhkan aktivitas mereka dalam ranah
religiusitas seperti melaksanakan ibadah, kegiatan-kegiatan keagamaan, membentuk organisasi
keagamaan hingga kegiatan sosial dan kemanusiaan atas dasar agama (Eka Putra, 2021;
muftiwp.gov.my, 2019) Maka intervensi politik praktis dikhawatirkan akan menciptakan
ketegangan antara aspek teologis dan faktor-faktor praktis yang dianggap mempengaruhi
keabsahan masjid sebagai tempat suci. Ketegangan ini berupa perdebatan-perdebatan yang memicu
perpecahan antar umat yang menyebabkan konflik horizontal seperti saling sindir ataupun
menjelekkan satu sama lain yang dilandasi atas perbedaan aspirasi politik (Raharjo, 2023; Shorfana,
2023).

Dalam hal yang melibatkan masjid sebagai sarananya, politik praktis berhubungan dengan
kegiatan yang secara langsung mengarah pada pengendalian kegiatan politik, hal ini termanivestasi
pada upaya masjid sebagai mimbar kampanye politik terselubung melalui kegiatan dakwab,
kedatangan elit politik, mobilisasi politik melalui komunitas Muslim serta menjadikan masjid
sebagai media marketing yang dilakukan oleh oknum politisi terutama menjelang kegiatan pemilu
(Fadhlan & Azizah, 2022; Shorfana, 2023). Perubahan fungsi masjid yang melenceng dari dimensi
teologis menjadi tempat untuk melakukan politik praktis menjadi suatu fenomena yang perlu
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mendapat perhatian serius, politisasi masjid sekaligus mengaburkan tujuan pokok masjid sebagai
tempat suci dan pusat spiritualitas umat muslim.

Politisasi hanya akan memberikan dampak negatif yang secara tidak langsung mengurangi
esensi kemurnian masjid dari tujuan-tujuan duniawi. Politisasi masjid hukumnya haram karena
menimbulkan &ewafsadatan dan kemadbaratan, karena ikut menimbulkan perpecahan umat dan
ujaran kebencian (Makmun & Huda, 2019). Dengan demikian, diperlukan usaha dalam
mengembalikan fungsi pokok masjid sebagai tempat ibadah dan menjauhkannya dari lingkup
kepentingan politik semata yang dapat merusak kesucian masjid sebagai ruang sakral. Penting juga
untuk diketahui bahwa masjid pada dimensi teologisnya mencakup konsep seperti tauhid
(keyakinan terhadap keesaan Allah), ibadah (pengabdian terhadap Allah), dan akhlak (moralitas)
(Kholidiyah, 2014; Syauki SE, 2021). Oleh sebab itu, menjaga kemurnian dimensi teologis masjid
bukan hanya dimaknai sebagai sebuah tugas, namun juga sebagai amanah suci yang diberikan Allah
kepada umat-umatnya.

Metode Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berorientasi pada kajian
kepustakaan (desk research.) Pendekatan ini dipilih karena keunggulannya dalam efisiensi biaya
(Hoover Green & Cohen, 2021). Desk research, juga dikenal sebagai penelitian sekunder,
memanfaatkan data yang telah tersedia. Metode ini mengandalkan sumber-sumber seperti laporan,
dokumen, situs web, dan data survei sebelumnya untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif
(Ortega-Gras et al., 2021).

Melakukan desk research merupakan langkah awal yang krusial karena beberapa alasan, yaitu
untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang subjek, mengidentifikasi kekosongan
pengetahuan, dan menemukan sumber-sumber informasi potensial (Clarke, 2006). Fokus
penelitian ini adalah pada upaya untuk menyucikan dimensi teologis masjid, yakni menghindari
intervensi politik praktis yang tejadi pada masjid di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menelaah
bagaimana intervensi politik praktis dapat memengaruhi dimensi teologis masjid dan menyebabkan
potensi kerugian terhadap citra masjid sebagai entitas yang suci serta kerugian di lingkup
masyarakat. Langkah-langkah penelitian ini termasuk mengidentifikasi topik dan tujuan, memilih
sumber-sumber yang relevan, mengumpulkan data dari berbagai dokumen dan media, menyusun
data serta menganalisisnya untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam (Johnston, 2014; Miles
& Huberman, 1984).

Hasil Dan Pembahasan
A. Makna dan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Kegiatan dan Komunitas Keagamaan

Masjid berasal dari bahasa Arab yakni dari kata “sajadab-yasjudub-sujudan-masjidan” yang
berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah. Pada dimensi teologis, masjid didasari atas
aktivitas-aktivitas yang tidak lepas dari tindakan terhadap ketaatan, ketundukan dan kepatuhan
kepada Allah sebagaimana Masjid yang memang diperuntukkan bagi Allah sesuai dengan apa yang
telah tertulis pada QS. Al-Jin: 18. Masjid merupakan tempat mulia yang terbebas atas keyakinan-
keyakinan irasional yang mana diartikan bahwa kemuliaan masjid tetap berada pada lingkup
rasionalitas dan kemanusiaan yang selamanya akan mendorong para jamaahnya untuk selalu
melibatkan ilmu dan iman (Kholidiyah, 2014).

Kebebasan masjid dari keyakinan-keyakinan irasional menegaskan sifatnya sebagai tempat
suci dan terjaga dari bentuk penyimpangan spiritual apapun. Adapun masjid dianggap sebagai pusat
keberagaman yang mendorong jamaahnya untuk menggabungkan ilmu dan iman dalam satu
lingkup rasionalitas yang mengacu pada penggunaan akal untuk memahami ajaran-ajaran agama
dan menjalankan ibadah dengan penuh pemahaman. Selain itu, kemanusiaan menekankan pada
pentingnya memanfaatkan hati dan iman untuk meresapi nilai-nilai spiritual yang sekaligus
menjembatani hubungan antara manusia dengan Allah melalui pemahaman mendalam yang
didapat melalui ajaran Islam (Sagala, 2018). Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga

| 97



Menguduskan Dimenst Teologi Masjid: Menghindari Intervensi Politik Praktis Demi Menjaga Kemurnian Masjid Di Indonesia

menjadi tempat yang mendorong pengembangan ilmu dan iman secara seimbang. Esensi
rasionalitas dan kemanusiaan dalam masjid mewujudkan lingkungan yang mendukung
pertumbuhan spiritual bagi para jamaahnya dan menjadikan masjid yang tidak hanya mulia secara
teologis, melainkan juga terbebaskan dari bentuk-bentuk keyakinan yang tidak rasional (Makmun
& Huda, 2019; Rosadi, 2014).

Pada Indonesia sendiri, masjid memiliki pelbagai sebutan istilah yang didasarkan atas
fungsi, ukuran dan kepemilikannya. Sebutan-sebutan tersebut meliputi Surau, Langgar, Tajug dan
Masjid. Tajug dipastikan memiliki ukuran yang lebih kecil dari masjid akan tetapi lebih besar dari
Surau dan Langgar. Tajug sendiri secara kepemilikan biasanya dimiliki oleh Ustadz selaku pengasuh
dan pendiri tajug, tidak seperti yang lainnya yang diperuntukkan oleh publik meskipun aksesnya
sama-sama terbuka. Sehingga hal ini yang menyebabkan Tajug menjadi cikal bakal terbentuknya
pondok pesantren. Akan tetapi, pada intinya tetap memiliki fungsi yang sama yakni sebagai tempat
shalat berjamaah dan kegiatan pendidikan non-formal keagamaan (Departemen Agama Islam,
2000). Fungsi-fungsi ini juga meliputi aktivitas sosial dan kegiatan kemasyarakatan, pengajaran dan
pendalaman nilai-nilai keagamaan (Darodjat & Wahyudhiana, 2014; Syauki SE, 2021;
wapresri.go.id, 2021).

Pada dasarnya masjid tidak hanya diartikan sebagai tempat beribadah saja melainkan
memiliki makna dan fungsi yang sangat kaya dan kompleks. Pada tingkat dasar, masjid dianggap
sebagai rumah Allah (Baitullah) yang sakral, menjadi tempat manusia untuk melaksanakan ibadah
shalat (Rifa’i, 2016). Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, “Ie/ab
dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujnd dan keadaannya bersih.” (H.R Muslim). Selain itu, masjid
merupakan tempat orang berkumpul untuk melakukan shalat secara berjamaah, yang mana
memiliki tujuan untuk meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin
(Rosadi, 2014).

Melalui solidaritas dan silaturahmi ini, secara tidak langsung ikut mengembangkan
hubungan yang terjalin antara umat muslim yang terjadi di dalam ruang lingkup masjid, sekaligus
menjadi ajang balagah atau diskusi, melaksanakan kegiatan keagamaan seperti I'tikaf, berdzikir,
pengajian dan memperdalam ilmu-ilmu agama ataupun umum. Ini juga terjadi di masa Nabi
Shalallaahu Alaihi Wassalaam, yang mana masjid telah menjadi pusat kegiatan kaum muslimin
(Rifa’i, 2016; Rosadi, 2014). Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi berbagai kegiatan kemasyarakatan,
seperti musyawarah, konsultasi, pengajaran pendidikan, kegiatan sosial sampai pembentukan
komunitas yang seluruhnya dibasiskan pada tujuan keagamaan (Rosadi, 2014). Masjid saat itu
memainkan peranan yang sangat signifikan serta menjalankan multifungsi dalam pembinaan umat;
ini berkaitan pada peranan luas masjid sebagai tempat pemberian santunan sosial, tempat pelatithan
militer dan persiapan perang, tempat mendamaikan sengketa serta sebagai tempat yang berkaitan
dengan persoalan masyarakat.

Saat ini masjid juga berperan dalam pengembangan moral dan sosial, ini melibatkan dengan
kondisi manusia yang sejak lahir pasti membutuhkan orang lain oleh sebab itu manusia disebut
sebagai makhluk sosial (Soekanto, 2017). Atas dasar kebutuhan manusia ini, masjid hadir selaku
wadah yang menghubungkan kehidupan sosial bagi para jemaahnya satu sama lain. Masjid menjadi
tempat bagi para Jemaah saling berjumpa yang diawali dengan kegiatan ibadah shalat, kemudian
mulai mendekatkan diri melalui serangkaian kontak sosial yang terbentuk seperti berjabatan tangan,
mendekatkan diri secara emosional, memperkuat ikatan persaudaraan. Kegiatan-kegiatan ini
awalnya dilandasi atas latarbelakang agama yang sama, yakni Islam, kemudian menjurus pada
hubungan untuk saling mengingatkan salah satu diantara mereka untuk shalat berjama’ah, apabila
sakit akan dijenguk dan jika lupa atau sibuk akan diingatkan (Al-Qardawi, 1999).

Islam dan masjid memiliki peran dalam menyatukan umatnya melalui pelaksanaan shalat
berjama’ah, hakekatnya shalat berjama’ah bukan hanya sekadar ibadah yang diperuntukkan kepada
Allah akan tetapi menjadi wadah sekaligus dampak positif terhadap pembangunan moral manusia
(Ikhsan, 2021; Munawir, 2017). Shalat berjama’ah menjadi momentum yang melibatkan umat
Muslim secara kolektif untuk menyembah Allah yang secara tidak langsung ikut menciptakan
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ikatan persaudaraan erat di antara para jama’ah tanpa memandang latarbelakang yang membedakan
satu sama lain, baik dari segi ekonomi, status sosial dan etnis. Melalui shalat, umat muslim dapat
merasakan persamaan di hadapan Allah. Ini menandakan bahwa masjid menjadi tempat dimana
terjadinya pembentukan serta proses penyatuan umat Muslim secara nyata; membentuk sikap
saling menghormati, menghargai, peduli dan saling membantu dalam melakukan kebajikan dan
ketakwaan antar sesama jama’ah (Ikhsan, 2021; Shofif, 2016).

Atas dasar inilah kemudian tindakan-tindakan ini diimplementasikan dan tercermin melalui
pembentukan berbagai komunitas keagamaan, baik dalam skala kecil ataupun besar, khususnya di
Indonesia. Misalnya seperti kelompok pengajian, kelompok Remaja Masjid (RM), kelompok
Serikat Tolong Menolong (STM), hingga mencapai komunitas-komunitas berskala besar seperti
Front Pembela Islam (FPI). Fungsi masjid sebagai media pembentukan komunitas keagamaan
memiliki peran sentral dalam mengorganisir dan memperkuat langkah-langkah pembentukan
komunitas. Komunitas-komunitas ini dibangun dengan tujuan untuk membantu dan memberikan
dukungan kepada sesama umat Muslim, terutama dalam memudahkan umat Muslim menambah
pengetahuan agama dan membentuk karakter anggotanya agar memiliki sifat yang bertawakal
(Ikhsan, 2021).

Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan solidaritas di antara umat Muslim,
menciptakan ikatan yang erat di antara anggota komunitas dan dapat berkembang lebih luas dengan
komunitas Muslim lainnya. Tidak hanya itu, beberapa komunitas juga memiliki kontribusi terhadap
pembangunan dan kesejahteraan umat. Tentunya ini berlandaskan dalam Al-Qur’an seperti: Surat
Al-Maidah ayat 2, Surat Al-Kahf ayat 95, Surat Taha ayat 29-32, Surat Al-Qasas ayat 34-35, Surat
Al-Fath ayat 29. Sebagaimana secara jelas tertulis pada surat Al Maidah ayat 2, dimana manusia
diwajibkan untuk saling tolong-menolong sebagai bentuk menjalankan kebajikan dan taqwa.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesunggubnya Allah
sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2)

Maka prinsip yang berasal dari ajaran Al-Qur’an menjadi dasar penting dalam membentuk
komunitas Muslim yang solid. Fungsi masjid sebagai pusat kegiatan-kegiatan keagamaan,
menyediakan platform yang ideal untuk menjalankan nilai-nilai tersebut. Disinilah umat Muslim
dapat bersatu dalam bertaqwa, melaksanakan kebajikan, meningkatkan solidaritas dan membentuk
karakter yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an serta menciptakan lingkungan spiritual dan
menumbuhkan moral Islam secara keseluruhan.

B. Evolusi Fungsi Masjid: Dari Tempat Ibadah Menuju Pada Kegiatan Politik Praktis
Evolusi fungsi masjid menjadi suatu fenomena yang rumit karena pergeseran perannya dari
dimensi ibadah menuju keterlibatan dalam politik praktis. Walaupun masjid secara tradisional
berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi perannya juga melibatkan dalam kegiatan sosial, keagamaan
dan politik (Farida et al., 2013). Pergeseran ini menjadi lebih menonjol dalam beberapa tahun
terakhir, yang mana ditandai dengan dengan beberapa masjid yang digunakan sebagai tempat untuk
rapat umum dan kampanye politik, khususnya di Indonesia (Luthfi, 2017). Masjid secara historis,
ternyata bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat dimana bagi umat Muslim
berkumpul untuk membahas isu-isu agama, pendidikan, sosial, dan politik, serta berperan dalam
menyebarkan nilai-nilai dan pengetahuan Islam (Farida et al, 2013). Perkembangan ini
mencerminkan bahwa adanya dinamika kompleks yang mempengaruhi peran masjid sebagai
dimensi teologi yang mana jika dilandaskan dengan Al-Qur’an yang memiliki fungsi sebagai tempat
pendalaman spiritual saja. Akan tetapi, secara perlahan juga bergeser dari fungsi yang sebagaimana
idealnya yakni yang meliputi dari berbagai aspek kehidupan sosial.
Pergeseran ini pun sebenarnya telah terjadi pada masa Nabi Shalallaahu Alaihi Wassalaam.
Sejarah mencatat, Nabi Muhammad SAW mulai merintis perjuangannya dalam mewujudkan

| 99



Menguduskan Dimenst Teologi Masjid: Menghindari Intervensi Politik Praktis Demi Menjaga Kemurnian Masjid Di Indonesia

masyarakat yang beradab ketika hijrah ke Yatsrib atau dikenal juga dengan nama Madinah pada
tahun 622 M melalui masjid. Adapun dalam mewujudkan masyarakat yang beradab tersebut, Nabi
Muhammad SAW melakukan beberapa hal, antara lain yaitu dengan membangun masjid, kemudian
memperkuat tali persaudaraan terkhusus pada kelompok Muhajirin dan Anshar. Kemudian,
membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok yang ada di Madinah (Qayyim, 2006). Nabi
Muhammad SAW membangun masjid pertama di dunia yang dikenal sebagai Masjid Quba,
Pembangunan ini dilakukan bersama dengan kaum Mubhajirin yang mana penamaan masjid
diadopsi dari nama sebuah desa ketika Nabi Muhammad SAW berhenti dalam perjalanan hijrahnya
dari Mekah ke Madinah. Masjid Quba sendiri di luar dari fungsi teologisnya, sempat dijadikan
sebagai tempat berteduh bagi para rombongan Mubhajirin (Ayub, 2001). Masjid Quba menjadi
pondasi bagi proses pemberdayaan dan konsolidasi terwujudnya masyarakat beradab yang
berlandaskan nilai-nilai islam. Pada saat itu, fungsi Masjid Quba melampaui fungsi idealnya sebagai
sarana spiritual yakni yang berkaitan dengan kepentingan umat, baik kepentingan ibadah (mabdah),
sosial, ekonomi hingga politik. Hal ini dilakukan sepenuhnya atas dasar memenuhi kemaslahatan
banyak umat, tanpa diselingi atas kepentingan-kepentingan kaum tertentu. Di sisi lain dengan
perkembangannya, Masjid Quba menjelma menjadi pusat kegiatan masyarakat (Martin, 2004)
Disusul dengan Masjid Nabawi yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan kaum
Muhajirin yang dibantu juga oleh kaum Anshar sebagai penduduk Madinah yang menerima
kedatangannya dalam berdakwah.

Sejak awal dibangun, masjid memiliki fungsi di luar dari dimensi teologisnya; ini ditandai
dengan salah satu ciri masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali adalah
dengan menjadikan masjid sebagai tempat al-shuffah yakni merupakan tempat penampungan kaum
miskin yang kurang mampu (Misrawi, 2009). Dengan kata lain, masjid sejak awal didirikan telah
dikomitmenkan sebagai tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok termarjinalkan. Di sisi lain,
fungsi masjid juga mengalami perluasan, beberapa diantaranya sebagai tempat konsolidasi sosial-
politik, perancangan strategi militer dan sebagainya (Misrawi, 2009; Shihab, 2012). Pasca wafatnya
Nabi Muhammad SAW, masjid berkembang massif dari sisi kuantitas. Perkembangan ini didasari
atas pendirian masjid yang dianggap sebagai kewajiban moral penguasa, oleh sebab itu pendirian
masjid cukup berkembang pesat bersamaan dengan meluasnya wilayah Islam, didorong dengan
fungsi masjid yang beragam dari aspek administrasi pemerintahan, sosial, dakwah hingga menyusun
strategi perang,.

Selanjutnya perkembangan masjid setidaknya dipengaruhi oleh hadis, “Barangsiapa yang
mendirikan masjid, Allah akan mendirikan rumah untuknya di surga.” (riwayat Bukhari dan Muslim).
Setidaknya pada masa pemerintahan Umar Bin Khatab sckitar 4 ribu masjid telah didirikan di
jazirah Arab, kota Kairo pada tahun 1012 M terdapat sekitar 800 masjid, serta kota Damaskus
sekitar abad ke 12 terdapat 241 masjid di dalam kota dan 148 masjid di luar kota (al-Makassary &
Gaus AF, 2010). Walau pun begitu, sejalan dengan perkembangan ajaran Islam dan perubahan
sosial fungsi masjid perlahan-lahan kembali bergeser sebagaimana idealnya, meskipun tidak
seluruhnya berubah. Ini dipengaruhi atas berkembangnya negara menjadi semakin luas dan
kompleks, fungsi-fungsi duniawi seperti kemiliteran, hukum dan kenegaraan otomatis tidak lagi
dilakukan di masjid. Sebaliknya masjid lebih banyak menjalankan fungsi sakralnya sebagai tempat
ibadah meskipun peran sosial keagamaan dan politik sedikitnya belum bisa dilepaskan (al-
Makassary, 2011). Masjid dengan umat Muslim tidak akan bisa dilepaskan, baik bangunan serta
fungsi-fungsi yang mengikutinya. Meskipun masjid pada akhirnya memiliki fungsi dan peran
melebihi dimensi teologisnya yang sakral, akan tetapi kemurnian dan kesucian masjid tetaplah harus
terjaga.

Fungsi masjid sebagaimana yang telah ditetapkan AL-Qur’an adalah sebagai tempat
sekaligus entitas yang suci, lantas sebagai manusia yang melibatkan setiap aktivitasnya di lingkup
masjid, maka janganlah memungkari makna masjid itu sendiri. Setiap perbuatan yang kita lakukan
haruslah memiliki tujuan yang baik. Tujuan ini semata-mata bukan hanya menjalankan amanah
yang diberikan Allah kepada umat-umatnya akan tetapi sekaligus menjadi jalan bagi manusia untuk
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mendapatkan berkah-Nya. Sesuai dengan apa yang tertulis pada Surat Al-Imran 3 ayat 133-134, Al-
Bagarah 2 ayat 261, Surat Saba’ 34 ayat 39 dan Surat At-Taubah 9 ayat 18, yang memerintahkan
manusia untuk menunaikan infak yang dilandasi pada kebajikan.

“Sesunggubnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang
beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan
sholat, menunaikan zakat, dan tidak taknt (kepada apa pun) kecuali
kepada Allah. Maka mudab-mudabhan mereka termasuk orang-orang yang
mendapat petunjuk.” (QS. At-Tanbah 9: 18)

Sesuai dengan penjelasan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Zaadul Masiir (3/408), yang
dimaksud dengan memakmurkan masjid yakni berkaitan dengan orang-orang yang selalu
mendatangi masjid dan berdiam di dalamnya dalam rangkah beribadah serta orang-orang yang
membangun dan memperbaiki masjid. Dalam hal ini, masjid merupakan tempat yang sakral dimana
orang-orang melaksanakan kegiatan spiritualnya sebagai bentuk menjalankan amanah yang
diberikan Allah. Amanah tersebut tidak hanya membentuk hubungan manusia dengan Allah, akan
tetapi melibatkan manusia dengan manusia lainnya; maka pewujudan tersebut dapat diwujudkan
melalui aktivitas-aktivitas sosial yang mana terbentuk dan terlaksana di ruang lingkup masjid.
Aktivitas-aktivitas sosial ini didorong atas keinginan untuk bertaqwa, tolong-menolong,
meningkatkan solidaritas serta membentuk nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ajaran Al-
Qur’an, dimana memetaforakan pembangunan masjid itu sendiri. Secara sederhana, masjid adalah
tempat suci yang ditujukan pada kebaikan.

Masjid, sebagaimana telah diketahui sebagai pusat spiritual dan kegiatan keagamaan, telah
lama menjadi tempat bagi umat Muslim untuk beribadah, belajar, dan saling berkomunitas (Ali,
2014). Lebih dari itu, masjid sering kali menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya dalam masyarakat
Muslim (Othman, 1994). Akan tetapi, pada aktualnya, dalam beberapa situasi, ternyata masjid juga
telah bergeser menjadi tempat di mana kegiatan politik praktis terjadi (Hamid, 2016). Fenomena
ini dapat dikaji dengan mempertimbangkan bagaimana masjid menjadi tempat untuk
menyampaikan pesan politik, menggalang dukungan politik bahkan menjadi panggung bagi diskusi
dan pertemuan politik (Hussain, 2009). Tentunya fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru jika
melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas sosial,
termasuk pada aktivitas politik. Di sisi lain, para pemimpin agama juga sering menggunakan
mimbar masjid sebagai wadah untuk menyampaikan pesan politik atau menafsirkan isu-isu politik
dalam konteks Islam (Ali, 2014). Dalam hal ini, kegiatan politik praktis dapat terjadi secara alami
sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari umat Muslim. Misalnya seperti diskusi politik, pemilihan
pemimpin, atau bahkan aksi-aksi politik tertentu dapat diinisiasi atau didiskusikan di dalam
lingkungan masjid (Ali, 2014).

Namun, perlu diingat bahwa ketetlibatan politik dalam masjid juga dapat menimbulkan
kontroversi dan konflik (Hamid, 2016). Beberapa orang mungkin merasa bahwa masjid seharusnya
tetap terfokus pada fungsi spiritualnya dan bukan menjadi tempat untuk urusan politik (Othman,
1994). Oleh karena itu, dengan perubahan fungsi masjid ini, termasuk dalam konteks kegiatan
politik praktis yang dinilai mengandung potensi kemudbaratan. Kemundharatan ini mengandung
tindakan-tindakan perilaku yang menyebabkan suatu kerugian ataupun dampak buruk, baik
terhadap individu, masyarakat ataupun lingkungan yang tentunya hal ini berbanding terbalik
dengan sebagaimana makna masjid sebenarnya. Tindakan politik praktis dianggap dapat
menimbulkan konflik dan memecah belah persatuan bangsa dan secara tidak langsung juga dapat
menimbulkan berbagai konflik internal antara berbagai kelompok politik dalam komunitas Muslim,
yang mana dapat mengancam kesatuan dan keharmonisan dalam masjid (Ali, 2014).

Di sisi lain, tindakan politik praktis yang terjadi di lingkungan masjid dimaknai sebagai
suatu strategi atau taktik yang dilakukan oleh para politisi untuk mencapai tujuan politik yang
dilandasi atas kepentingan-kepentingan individu ataupun kelompok-kelompok tertentu yang
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cenderung hanya pada upaya untuk mempertahankan ataupun mendapatkan kekuasaan semata
yang mana hal ini berbanding jauh dengan makna aktivitas politik yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW yang murni diperuntukkan atas kemaslahatan bersama bukan hanya untuk
kepentingan pribadi semata. Tindakan-tindakan politik praktis ini dapat terlihat melalui mobilisasi
politik identitas sebagai momok karena dapat memperkuat perbedaan dan memecah belah
persatuan bangsa (Munir, 2023).

Dalam beberapa kasus, masjid juga menjadi tempat di mana para politisi berkampanye atau
mencari dukungan dari umat Muslim (Hamid, 2016). Selain itu, politik praktis juga dapat
menimbulkan kerentanan terhadap perilaku korupsi dan nepotisme, yang merugikan masyarakat
dan negara (Karimi, 2020). Perilaku ini bisa berkaitan dengan pembagian bantuan-bantuan sosial
atas nama politisi atau tokoh tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan citra di kalangan
masyarakat, ataupun upaya-upaya penyuapan berkedok sedekah yang tidak pada kesesuaian akidah
Islam sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, keterlibatan agama dalam politik praktis dapat
menimbulkan konflik dan memperkuat perbedaan, sehingga dapat merugikan masyarakat dan
negara (Haris & Dardum, 2021). Dengan mempertimbangkan kompleksitas yang terbentuk dari
akibat intervensi politik dalam masjid, seharusnya penting untuk melihat isu ini dengan lebih bijak
dan sensitif (Hamid, 2016).

C. Politisasi Masjid dan Mudharat-nya: Dampak Buruk terhadap Agama dan

Kerukunan Masyarakat

Politisasi masjid yang merasuk ke dalam ruang masjid menciptakan kontaminasi serius
terhadap dimensi keagamaan. Fokus ibadah yang semestinya tulus dan khusyuk dapat tergeser oleh
agenda politik, mengancam keutuhan dimensi keagamaan masjid. Melalui politisasi masjid,
kepentingan politik dapat menjadi pusat perhatian yang mengaburkan esensi spiritualitas dan
tujuan utama masjid sebagai rumah Allah. Oleh sebab itu, politisasi masjid yang merujuk pada
penggunaan masjid sebagai alat dalam mencapai tujuan politik tertentu, secara konsisten dianggap
sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Jika melihat perspektif hukum Islam, maka
Tindakan politisasi masjid dianggap tidak sah karena bertentangan dengan tujuan utama masjid
sebagai tempat ibadah dan pendidikan agama. Hal ini menyimpang dari prinsip kesucian tempat
ibadah yang harus dijaga dari hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama (Kamali, 1997).
Praktik politisasi masjid memiliki dampak buruk terhadap agama, dengan mengurangi
kredibilitasnya dan menciptakan ketidakpercayaan di antara masyarakat terhadap masjid dan ulama.
Selain itu, politisasi masjid juga berdampak negatif terhadap kerukunan masyarakat, dengan
memecah belah komunitas dan menggangeu kehidupan beragama yang damai dengan mengalihkan
fokus dari ibadah dan pendidikan agama ke urusan politik (Rahman, 2010).

Tidak bisa disangkal jika politisasi masjid juga telah menjadi realitas di Indonesia, fenomena
ini tercermin melalui berbagai peristiwa yang telah terjadi di berbagai wilayah. Fenomena ini
memiliki implikasi serius terhadap dimensi keagamaan dan stabilitas sosial. Masjid tidak boleh
digunakan untuk tujuan politik seperti berkampanye. Namun, terdapat paradoks di mana
pemerintah justru terlibat dalam politik di masjid dengan menggunakan institusi tersebut sebagai
media untuk menyampaikan kepentingannya. Pemerintah Indonesia tetlibat dalam politik masjid
melalui beberapa cara, termasuk pendirian masjid baru yang disponsori oleh negara, bantuan dalam
pembangunan masjid, dan memberikan bantuan khusus untuk materi khotbah yang mengandung
kepentingan negara. Hal ini menunjukkan campur tangan negara dalam praktik keagamaan di
masjid (Khalikin, 2023).

Politisasi masjid, bersama dengan praktik politik yang dilakukan di dalamnya, secara tidak
langsung membawa dampak negatif terhadap fungsi masjid serta menggoyahkan citra masjid
sebagai entitas yang suci sekaligus menimbulkan kerugian (Muwdhara) di masyarakat. Tindakan-
tindakan ini seringkali ditemukan pada saat menjelang kompetisi elektoral; salah satunya yang
terjadi pada pemilihan Gubernur daerah Jakarta tahun 2017 yang menimbulkan berbagai macam
isu yang melibatkan identitas kelompok muslim. Kelompok ini secara tidak langsung dijadikan alat
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mobilisasi bagi pihak-pihak tertentu, yang mana terdapat tujuan politis di dalamnya (Adam, 2022;
Saputra & Sutiadi, 2020). Masjid menjadi sarana efektif bagi beberapa oknum tokoh agama dan
oknum politisi untuk mengumpulkan para jama’ah dengan dalih pengajian umum dengan maksud
mempengaruhi masyarakat selaku jama’ah untuk mendukung salah satu calon kepala daerah
(Makmun & Huda, 2019). Di sisi lain juga berkontribusi pada intoleransi, kegaduhan serta kerugian
di lingkungan masyarakat (Aco, 2017; nu.or.id, 2017; Wardah, 2018; Zidan, 2021).

Di sisi lain, Politisasi masjid di Indonesia juga dapat dilithat melalui dinamika konflik
pengelolaan rumah ibadah. Zuhri (2013), melalui studi kasus Masjid Al-Muttaqun, menguraikan
bagaimana masjid bertransformasi menjadi ruang perebutan kekuasaan pasca reformasi. Konflik
antara kelompok keagamaan dan aktor politik lokal dalam pengelolaan masjid mencerminkan
bagaimana masjid dimaknai sebagai ruang simbolik dan politis, bukan semata tempat ibadah.
Masjid juga dimanfaatkan oleh aktor sekuler maupun Islamis dalam kontestasi elektoral,
menjadikan mimbar dan kegiatan keagamaan sebagai saluran kampanye terselubung. Narasi agama
digunakan untuk membentuk identitas politik dan memperkuat dukungan elektoral, terutama
menjelang pemilu (Assyaukanie, 2019). Tentunya praktik politik yang meresap ke dalam ruang
masjid telah mengancam esensi spiritualitas dan keseimbangan keagamaan. Ketika kepentingan
politik menggantikan fokus pada ibadah, terjadi pergeseran yang merugikan pada tujuan asli masjid
sebagai tempat ibadah yang tulus dan khusyuk. Selain itu, politisasi masjid juga berpotensi
mengubah interpretasi ajaran-ajaran agama dan memicu penyimpangan dari prinsip-prinsip
keagamaan yang mendasar.

Kecenderungan masjid menjadi sarana mobilisasi politik juga terjadi pada praktik-praktik
yang melihat masjid sebagai arena pengembangan keterampilan bagi masyarakat. Namun, ketika
keterampilan tersebut diarahkan untuk mobilisasi politik praktis, maka masjid kehilangan
netralitasnya sebagai ruang spiritual (Lussier, 2019). Kondisi ini kian diperparah oleh bangkitnya
populisme keagamaan yang memanfaatkan simbol-simbol Islam, sebagaimana kelompok Islamis
populis di Indonesia memanfaatkan masjid sebagai pusat propaganda politik dan penyebaran
retorika eksklusif, meskipun pada akhirnya mengalami kemunduran karena penolakan publik dan
tekanan negara. Adapun dominasi politik yang terjadi dalam masjid dapat mengaburkan
pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai agama, bahkan sampai pada tingkat mengesampingkan
prinsip-prinsip agama demi kepentingan politik tertentu (Barton et al., 2021).

Tak bisa dipungkiri, bahwa Masjid juga digunakan kelompok-kelompok tertentu sebagai
bagian instrumen simbolik politis, dimana masjid ternyata dapat dijadikan sebagai identitas nasional
yang sakral; namun dalam hal ini sebenarnya hanya digunakan sebagai alat politik belaka (Hadzi¢,
2020). Hal ini bisa dilihat melalui bagaimana isu-isu syariah terus diframing dan diangkat dalam
arena politik sebagai alat kuasa (Mahmudah, 2020). Masjid berperan dalam menyebarkan isu
tersebut melalui ceramah dan pengajian, yang mengaburkan batas antara dakwah dan propaganda
politik. Maka tak bisa dihindarkan bahwa dampak paling berat dari politisasi masjid adalah
terjadinya keretakan kerukunan masyarakat. bagaimana politisasi masjid telah memicu konflik
antarwarga, mengancam stabilitas sosial, dan merusak keharmonisan di masyarakat, yang pada
gilirannya menggoyahkan fondasi kerukunan antarumat beragama.

Praktik politisasi masjid juga sejatinya bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, yang mana
menjauhkan masjid dari tujuan utamanya. Al-Qur'an, dari dimensi teologis menekankan bahwa
pentingnya masjid sebagai tempat ibadah yang murni, tempat di mana umat Muslim berkumpul
untuk beribadah kepada Allah tanpa adanya gangguan ataupun kepentingan dunia semata.
Sebagaimana yang tertulis dalam Surat Al-Jumu'ah 62 Ayat 9-10 menyatakan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila disern untuk menunaikan salat
pada hari [umat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan
tinggalkanilah jual beli. Y ang demikian itu adalah lebib baik bagi kamu jifka
kamu mengetabui. Dan apabila telah disndabi salat, maka bertebaranlah
kamu di muka bumi dan carilah karunia Allab dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumn’ab 62: 9-10)
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Dalam ayat ini, menekankan bahwa pentingnya untuk menjauhkan urusan duniawi seperti
urusan jual beli saat melaksanakan ibadah di masjid. Hal ini juga dapat dimaknai dalam praktik
politisasi yang menggunakan masjid sebagai wadah untuk kepentingan politis (kepentingan dunia)
yang jelas bertentangan pada prinsip kemurnian ataupun kekudusan masjid sebagai tempat ibadah.
Maka dari itu, Politisasi masjid melalui tindakan-tindakan politik praktis di masjid yang
mengabaikan larangan-larangan yang jelas dalam Al-Qur’an seperti yang telah disebutkan diatas
bukan hanya bertentangan dengan ajaran agama, namun juga menodai masjid sebagai tempat yang
suci. Dengan demikian, dalam analisis penulis, merangkum beberapa tindakan-tindakan politisasi
masjid melalui politik praktis yang cenderung menimbulkan kerugian (wudharaf) bagi Masyarakat.
Adapun Tindakan-tindakan tersebut terangkum pada Tabel. 1:

Tabel. 1 Praktik Politisasi Masjid yang Mengandung Potensi Mudbarat

Praktik Bertentangan
No Politisasi Potensi Mudharat (Kerugian) dengan Ayat
Masjid Al-Qur’an
Seperti melakukan pengajian umum, aksi dakwah
dengan menyisipkan hasutan-hasutan politik di dalam
Menggunakan .

. ceramah untuk memilih salah satu pasangan calon QS. At-
kegiatan litik hi Kat selaku | Tawbah: 33;
leaoamaan politik tertentu atau mempengaruhi masyarakat selaku awbah: 33;

1 & Jama’ah untuk berpihak pada politisi tertentu. Kegiatan QS. Al-
untuk . . .

. keagamaan digunakan sebagai alat mencari dukungan | Baqarah: 159-
kepentingan .. .
ik suara. Tentunya hal ini memberikan kebohongan serta 160
po menghindarkan kebenaran yang mana bertentangan
dengan prinsip-prinsip agama Islam.
Mengaburkan tujuan sedekah, menggunakan sedekah
Memanfaatkan | sebagai alat kampanye politik dengan dalih bantuan
aksi tolong- dana untuk pembangunan masjid ataupun membantu
. . . . . QS. Al-

2 | menolong di | masyarakat sekitar. Biasanya dibarengi dengan

.. . . . . Furqan: 64-65
masjid sebagai | penempelan  baltho  ucapan terimakasih  yang
alat kampanye | diperuntukkan pada calon tertentu dan partai tertentu

karena telah membantu masjid.

komunitas muslim dimanipulasi sebagai alat bagi pihak-

pihak tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan politis.

Hal ini biasanya terlihat sebagai cara bagi oknum politisi
Memobilisasi | untuk mendulang suara pada kontes elektoral. QS. Al-

3 komunitas Tentunya hal ini menyebabkan kerugian bagi| Baqarah: 11-
Muslim untuk | komunitas dan Masyarakat. Menimbulkan kerentanan | 12; QS. Al-
tujuan politis | terthadap perpecahan umat dan Masyarakat, serta | Imran: 105

menciptakan keintoleransian dan keresahan antar umat

beragama sekaligus menciptakan politik identitas pada

umat muslim.

Mengurangi kejelasan dan kebenaran dalam memilih

pemimpin, yakni melalui dukungan politik yang
Mengaburkan | diperuntukkan pada politisi tertentu. Seringkali oknum
rasionalitas tokoh agama berusaha mengarahkan jama’ahnya untuk

" o QS. At-

4 | dalam memilih ~ oknum  politisi ~ tertentu  dengan Tawbah: 23
pemilihan mengirasionalkan faktor-faktor lain demi perjanjian awbatt:
pemimpin dan kepentingan politik semata. Dalam sisi agama, juga

penting untuk memilih pemimpin yang benar-benar
mendukung nilai-nilai agama dan keimanan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024
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Melalui tabel ini dapat dilihat bahwa tindakan politisasi masjid melibatkan penyalahgunaan
kegiatan keagamaan untuk tujuan politis. Misalnya, melakukan ajakan kepada jama'ah untuk
memilih pasangan calon politik tertentu. Kegiatan keagamaan yang seharusnya menjadi sarana
dalam memperkuat iman dan kepatuhan kepada prinsip-prinsip agama Islam, malah dimanfaatkan
sebagai alat untuk mencari dukungan suara. Praktik ini bukan hanya mengandung potensi untuk
menyebarkan kebohongan, tetapi sekaligus juga menghindari kebenaran yang seharusnya
disampaikan dalam kegiatan keagamaan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dalam QS.
At-Tawbah: 33 dan QS. Al-Bagarah: 159-160, yang menegaskan pentingnya menyebarkan petunjuk
dan agama yang benar tanpa mengurangi atau menyembunyikannya.

Tidak bisa dihindari bahwa politisasi masjid juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan aksi
tolong-menolong, seperti memberi sedekah pada masjid atau membantu masyarakat sekitar yang
mana digunakan sebagai alat kampanye politik. Ini dapat mengaburkan tujuan asli dari sedekah dan
bantuan sosial, serta menciptakan persepsi bahwa calon politik tersebut adalah pihak yang berjasa
atas bantuan yang diberikan. Tentunya tindakan ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dalam
QS. Al-Furqan: 64-65, yang menekankan pentingnya menyembunyikan kebaikan yang dilakukan.

Selain itu, politisasi masjid juga melibatkan pemobilisasian komunitas Muslim untuk
dimanipulasi sebagai alat bagi pihak-pihak tertentu demi mencapai tujuan politis. Dampak dari
tindakan ini adalah menciptakan kerentanan terhadap perpecahan dan keintoleransian di antara
umat beragama, serta menciptakan politik identitas yang memecah belah umat Muslim. Ajaran Al-
Qur'an dalam QS. Al-Bagarah: 11-12 dan QS. Al-Imran: 105 menegaskan pentingnya petrsatuan
dan keadilan di antara umat Muslim, serta menunjukkan bahwa segala sesuatu yang menyebabkan
perpecahan di antara mereka akan mengundang laknat dari Allah. Terakhir, politisasi masjid juga
dapat terjadi dengan mengaburkan rasionalitas masyarakat Muslim dalam memilih pemimpin.
Contoh tindakan ini adalah ketika tokoh agama mencoba mengarahkan jama'ahnya untuk memilih
politisi tertentu dengan menggunakan alasan politik semata, tanpa mempertimbangkan kepatuhan
terhadap nilai-nilai agama dan keimanan. Praktik ini bertentangan dengan ajaran Al-Qutr'an dalam
QS. At-Tawbah: 23, yang meneckankan pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar
mendukung nilai-nilai agama dan keimanan. QS. At-Tawbah: 23 menegaskan bahwa memilih
pemimpin yang benar-benar mendukung agama dan keimanan adalah kewajiban bagi umat Muslim.
Oleh karena itu, politisasi masjid dengan mengaburkan rasionalitas masyarakat Muslim dalam
memilih pemimpin tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan integritas agama,
tetapi juga bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an.

Berdasarkan hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
juga melarang adanya praktik politisasi masjid karena ditakutkan akan berindikasi pada tindakan-
tindakan kerugian seperti fitnah yang merugikan umat muslim. Tidak ada larangan untuk
memberikan pendidikan politik di lingkungan masjid sepanjang yang disampaikan berkaitan
dengan nilai-nilai dan etika berpolitik, bukan sebaliknya, politik praktis yang bernuansa politik
kekuasaan yakni misalnya cenderung mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin
tertentu dan menyampaikan pesan-pesan politik yang keliru untuk mendapatkan atau memperoleh
kekuasaan (cnnindonesia.com, 2022; nu.or.id, 2017; Wiwoho, 2018). Oleh sebab itu, pentingnya
menghormati tempat dan peran Nabi Muhammad SAW, yang mana dapat diartikan sebagai bentuk
penghormatan terhadap masjid sebagai tempat ibadah yang suci. Seperti yang telah tertulis dalam
Surah Al-Hujurat 49 ayat 1-3 yang mana menyatakan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlabh kammu mendabului Allah dan Rasul-
Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesunggubnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kaniu
meninggikan suara kamu lebib dari suara Nabi dan janganlab kanu berkata
kepadanya dengan keras seperti berkata sebagian kamn kepada sebagian yang
lain, supaya tidak hapus amalan kamn sedang kamn tidak menyadarinya.
Sesunggubnya orang-orang yang merendabkan suara panggilan Rasul Allab,
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mereka adalah orang-orang yang hatinya telah dinji oleh Allah untuk
bertakwa; bagi mereka ampunan dan pahala yang besar."(QS. Al-Hujarat
49:1-3)

Adanya praktik politisasi masjid dengan menggabungkan agenda kepentingan politik
dunia dengan agama dapat dianggap sebagai tindakan yang menyamakan atau bahkan melebihi
kedudukan politik dengan ajaran agama. Jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang
mendasar. Untuk itu, penting untuk menghindari praktik-praktik politisasi masjid yang rawan
pada kerugian baik bagi kesakralan agama serta masyarakat. Sementara penting juga untuk
memastikan bahwa masjid tetap dapat dijadikan sebagai ruang dalam memelihara kebersamaan,
toleransi, dan ketenangan spiritual bagi umat Muslim yang berkumpul di dalamnya (Hussain,
2009).

Penutup

Masjid memiliki makna dan fungsi yang sangat kaya dan kompleks dalam masyarakat Muslim.
Pada dasarnya, sesuai dengan apa yang tertulis pada Al-Qur’an, masjid bukan hanya sebagai tempat
ibadah semata, melainkan juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Namun, terjadi
evolusi dalam fungsi masjid, dari yang awalnya hanya dilihat melalui dimensi teologis bergeser pada
keterlibatan dalam politik praktis. Politisasi masjid realitanya telah menimbulkan kerugian (Mudharat)
terhadap agama dan kerukunan masyarakat. Fenomena ini mengancam keutuhan dimensi keagamaan
masjid dan mengaburkan esensi spiritualitasnya, serta berpotensi memecah belah masyarakat (umat)
dan mengganggu kehidupan beragama yang damai dengan mengalihkan fokus dari ibadah dan
pendidikan agama ke kepentingan yang politis. Oleh sebab itu, petlu adanya kesadaran akan pentingnya
menjaga kesucian masjid sebagai entitas yang murni, tanpa campur tangan kepentingan politik yang
dapat merusak kerukunan masyarakat serta mengurangi kesakralan agama.
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